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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 81 TAHUN 2020
TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA

MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi
di Lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia
Madiun perlu disusun statuta Politeknik Perkeretaapian

Indonesia Madiun;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4),
Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 44 ayat (2), dan
pasal 50 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Perkeretaapian Indonesia Madiun, perlu menetapkan

Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 795);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata kerja  Politeknik
Perkeretaapian Indonesia Madiun (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 696);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STATUTA POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA
MADIUN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Politeknik  Perkeretaapian Indonesia Madiun yang
selanjutnya disebut PPl Madiun adalah perguruan tinggi
negeri di lingkungan Kementerian yang
menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi di bidang
perkeretaapian.

Statuta PPI Madiun adalah peraturan dasar pengelolaan
PPI Madiun yang digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PPI
Madiun.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program diploma,
program sarjana, program magister, program doktor,
program  profesi, dan  program = spesialis yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan
kebudayaan bangsa Indonesia.

Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan
Peserta Didik menjadi professional dengan keterampilan
atau kemampuan kerja tinggi.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode
Pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan
Vokasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan
standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,
ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar
Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem
Penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria
minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat
pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik
dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu
cabang pengetahuan dan teknologi.

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas
Akademika PPI Madiun yang memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan  teknologi untuk  memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses Pembelajaran,
menilai hasil Pembelajaran, melakukan pembimbingan
dan pelatihan serta melakukan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat.

Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat.

Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu
pada PPI Madiun sebagai satuan administrasi pangkalnya
dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan

administrasi pangkal yang lain.
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Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja secara
tidak penuh waktu pada PPI Madiun.

Pendidikan dan  Pelatihan  Perkeretaapian yang
selanjutnya  disebut pendidikan dan = pelatihan
Perkeretaapian adalah penyelenggaraan proses
Pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan
sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan
dalam penyelenggaraan Transportasi Perekeretaapian.
Peserta Didik adalah Taruna dan Peserta Pendidikan Dan
Pelatihan yang terdaftar di PPI Madiun untuk
mengembangkan potensi diri melalui proses
Pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang
pendidikan tertentu.

Taruna adalah anggota masyarakat yang terdaftar di PPI
Madiun yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
pembentukan pada Pendidikan Vokasi.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya
disebut Peserta Diklat adalah anggota masyarakat yang
terdaftar di PPI Madiun yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan selain pendidikan dan pelatihan pembentukan.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan  Pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian.
Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS
adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan
pada Taruna per semester dalam proses Pembelajaran
melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya
pengakuan atas keberhasilan usaha Taruna dalam
mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Taruna
secara terprogram atas bimbingan instruktur atau Dosen
sebagai bagian Kurikulum dan dapat diberi bobot setara

dengan 1 (satu) atau 2 (dua) SKS.



